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SURAT TUGAS 

Nomor : 246/DJMT.1/ST.KP7.1/VIII/2024 
 
 

 
Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024. 

 
Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Agustus 2024 
 

 

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas 
dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat 
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) maka Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu 
melaksanakan kegiatan pendampingan zona integritas pada satuan 
kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. 

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan 
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 105/DJMT/KEP/ 
OT1.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan 
dan Penetapan Tim Implementasi dan Pendampingan Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan 
kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. 

 
Memberi Tugas 

 
Kepada : 1. Jefri Ardianto, S.T., M.M./ 197704142009041005, Penata 

Tingkat I (III/d), Kabag Organisasi dan Tata Laksana 
Sekretariat; 

  2. Lidya Dayana Saktinegara, S.H., S.E., M.M./ 
198511072009122003, Penata Tingkat I (III/d), Kasi 
Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita Ditbinganismintun; 

  3. Victor Albadiu Ratib, S.H./ 199611022019031005, Penata 
Muda Tk. I (III/b), Kasubbag Akuntansi Sekretariat. 

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pendampingan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 sd. 28 
Agustus 2024; 
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